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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Adapun yang menjadi simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang 

Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, yakni Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Jambi sudah menjalankan sebagaimana aturan yang tertera Peraturan 

Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan 

Sanksi Administratif. Peraturan ini dibentuk dengan bertujuan mendasar 

yakni sebagai upaya dari pemerintah mencegah kerusakan pada lingkungan 

hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang. 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Jambi Nomor 84 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif ini semata-

mata bertujuan untuk mengindahkan lingkungan sekeliling masyarakat akan 

berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat Kota Jambi.  

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 

peran aparatur dari Dinas Lingkungan Hidup ialah, sebagai berikut: 

a. Minimnya pembentukan tim maupun petugas pengelola sampah dalam 

menangani masyarakat bagi yang melanggar aturan termasuk kategori 

kurang maksimal disebabkan minimnya dalam suatu anggota 

penangkapan. 
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b. Minimnya peran penegak hukum yang harus aktif dalam 

penyelenggaraan aturan sehingga dapat terbentuknya suatu tatanan 

perkotaan yang baik dan bersih. Pengelolaan sampah ini tentu banyak 

sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat 

yang memilah kembali sampah yang di hasilkan dan 

mengelompokkannya ke dalam satu kesatuan sampah dan mendaur ulang 

sampah sehingga dapat digunakan kembali seperti amanat di dalam 

Peraturan Daerah Kota Jambi. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 

adalah: 

a. Melakukan Peninjauan lapangan secara langsung kepada masyarakat 

untuk mensosialisasikan secara langsung tata cara pembuangan sampah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Peraturan Daerah yang telah 

dijelaskan  

b. Penerapan Sanksi Administratif bagian penting dalam penegakan hukum 

administrasi. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidak ada artinya 

memasukkan adanya kewajiban maupun larangan di dalam norma-norma 

hukum pemerintahan, apabila norma-norma tersebut tidak dapat dipatuhi 

oleh masyarakat, karena itulah diperlukan adanya proses penegakan 

hukum pemerintahan melalui penerapan sanksi administratif. 

c. Meningkatkan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Cara 

Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran larangan 

pembuangan sampah. Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengawasi dan 
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menegakkan peraturan lingkungan, serta memberikan sanksi 

administratif kepada pihak yang melanggar. Sanksi ini bertujuan untuk 

mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran. 

B. Saran 

1. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat meminimalisirkan 

terjadinya penumpukan sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 

harus meningkatkan kinerja dengan baik serta sarana dan prasarana, serta 

pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah segera dibuatkan, agar 

pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sebaiknya. 

2. Agar masyarakat Kota Jambi menyadari kebersihan dilingkungan tempat 

tinggal sehingga perlu adanya pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan 

sampah tidak berserakan.  

3. Agar seluruh masyarakat Kota Jambi ikut serta berpartisipasi dalam 

pengelolaan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah di sepanjang 

jalan Kota Jambi. 
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